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INTISARI 

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil judul “Kapasitas Pemerintah 

Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata”. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu 

Desa Kebong merupakan desa yang berada di sekitaran Objek Wista Bukit Kelam. 

Meskipun memiliki objek wisata tersebut, Pemerintah Desa Kebong belum mampu 

melakukan pemanfaatan secara optimal, karena dalam proses pemanfaatan 

pariwisata di Desa Kebong menghadapai rintangan berupa terbatasnya kewenangan 

yang dimiliki Pemerintah Desa. Mengingat sebagian besar Objek Wisata dikelola 

oleh pihak Swasta, dan belum terkoneksinya para pihak pengelola. Peran 

Pemerintah Desa hanya sebagai pemberi izin dan lemahnya relasi antara pihak 

pengelola objek wisata, sehingga pengembangan pariwisata di Desa Kebong yang 

berdaya saing terhambat, maka dari itu dalam penelitian ini analisis yang digunakan 

adalah dengan perspektif Governability dengan melihat Kapasitas dan Otoritas 

dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Objek Wisata tersebut. Adapun 

yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana Governability 

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata?  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian 

berfokus pada Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata di 

Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan 

Barat. Dengan jumlah responden sebanyak 12 (dua belas) orang, yang terdiri atas 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan & Kesejahteraan, 

Kepala Dusun, BPD, Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa. Pemilihan subjek 

penelitian ditentukan secara purposive sampling. Pada tahap analisis data peneliti 

menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari 

hasil data yang diperoleh saat penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Kapasitas 

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong Kecamatan 

Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.”. Pertama, 

Pemerintah Desa Kebong belum memiliki Kapasitas, dikarenakan dalam 

Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, adalah milik perorangan dan juga 

dikelola oleh koperasi. Pemerintah desa hanya sebagai pendukung masyarakat 

dalam pemanfaatan objek wisata dengan memberikan surat izin usaha, 

melaksanakan pelatihan dan penyuluhan serta melaksanakan seminar bagi 

masyarakat yang memiliki usaha pada bidang pariwisata. Kedua, Otoritas dalam 

Pemanfaatan Objek Wisata, Pemerintah Desa Kebong memiliki Otoritas dalam 

Perencanaan, namun tidak memiliki Otoritas dalam Pelaksanaan. Karena otoritas 

tersebut dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan yang sah, 

mengatur dan memerintah Desa. 

 

Kata Kunci: Governability, Pemerintah Desa, Pemanfaatan Objek Wisata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak diterbitkannnyaoUndang-Undang Nomoro6 tahun 2014otentang 

desa, desa diberikan kepercayaan untuk mengurus pemerintahannya sendiri 

termasuk untuk mengelola keuangan, guna memberdayakan dan mensejahterakan 

masyarakat. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi desa untuk memanfaatkan 

dan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki dengan mengelola sumber daya 

yang ada. Namun hal ini belum tentu bisa dioptimalkan oleh pemerintah desa. Salah 

satu sektor yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa adalah sektor 

pariwisata untuk mendorong ekonomi pedesaan, mengingat tidak sedikit objek 

wisata di Indonesia berada di wilayah pedesaan. 

Dalam pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata itu merupakan 

penggerak utama sektor kepariwisataan yang membutuhkan kerjasama seluruh 

pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah desa, 

kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Pemerintah 

desa sebagai fasilitator yang memiliki peran dan fungsinya dalam pembuatan dan 

penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan objek dan daya tarik wisata. tidak 

hanya itu, penyelenggaraan terkait kepariwisataan dalam konsep governance. 

Mengingat terdapat beberapa pelaku utama dalam pengembangan sektor 

pariwisata, sehingga koordinasi dan komunikasi antar pihak harus dilakukan. Hal 

ini dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan keuntungan bagi semua 

yang terlibat seperti masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah desa. Diketahui 
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jika pariwisata di Desa berhasil dapat meningkatkkan ekonomi masyarakat seperti 

yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu 

memajukan perekonomian masyarakat desa. 

Kabupaten Sintang merupakan suatu daerah yang berada di barat pulau 

Kalimantan, memiliki berbagai macam potensi wisata. Salah satu upaya yang 

sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berupa pengembangan 

ekowisata di tiga kawasan: Bukit Kelam, Bukit Luit, dan Bukit Rentap 

(KELUTAP). Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang (2022), mengatakan “kawasan 

KELUTAP memiliki potensi, baik potensi sumber daya alam dan potensi sosial 

budaya kemasyarakatan.”  

Sebagai salah satu desa yang termasuk dalam program Pemerintah 

Kabupaten, Desa Kebong harus tanggap dalam menyesuaikan program Kabupaten. 

Desa Kebong merupakan desa yang berada di sekitaran Bukit Kelam. Bukit Kelam 

merupakan batu terbesar yang ada di dunia, terbentang sepanjang 2-3 KM di 

wilayah Desa Kebong. Dengan keindahan dan keunikannya dapat menarik 

wisatawan untuk datang ke Desa Kebong. Tidak hanya Bukit Kelam, di Desa 

Kebong juga menyajikan berbagai macam objek wisata lainnya seperti Wisata 

Rohani Gua Maria, Agrowisata, Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kelam, Kolam 

renang, dan spot-spot foto. Tentu dengan adanya berbagai macam yang ada objek 

wisata tersebut pengembangan pariwisata menjadikan salah satu prioritas utama 

bagi Pemerintah Desa Kebong mengingat pembangunan pariwisata menjadi salah 

satu strategi pemerintah desa dalam upaya peningkatan ekomoni, membuka 

kesempatan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa. 
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Meskipun memiliki objek wisata yang ada di Desa Kebong, namun 

pengembangannya belum optimal. Proses pengembangan pariwisata di Desa 

Kebong menghadapai rintangan berupa terbatasnya kewenangan yang dimiliki 

Pemerintah Desa untuk mengatur mengingat sebagian besar di objek wisata 

dikelola oleh pihak Swasta, dan belum terkoneksinya para pihak pengelola. 

Menurut observasi peneliti bahwasannya setiap objek wisata yang ada di Desa 

Kebong sebagian besar diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat dan pelaku usaha, 

hanya Wisata Rohani Gua Maria yang pemerintah desa ikut serta dalam inisiasinya. 

Peran Pemerintah Desa hanya sebagai pemberi izin, sehingga lemahnya relasi 

antara pihak pengelola objek wisata. Lemahnya relasi antar stakeholder pariwisata 

di desa Kebong ini menyebabkan sulitnya penentuan arah kebijakan dan program, 

sehingga pengembangan pariwisata desa Kebong yang berdaya saing terhambat. 

Desa Kebong juga termasuk dari salah satu wilayah yang masuk dalam 

rencana Kabupaten Sintang dalam pengembangan wisata, tentu semua pihak yang 

terlibat harus siap. Menanggapi ini Pemerintah Desa perlu membuat program yang 

sinergis dengan Pemerintah daerah.  

Tidak hanya melalui program kerja Pemerintah Desa Kebong harus 

berkomitmen dengan cara mendukung dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

mendukung melalui aksesbilitas, bekerjasama dengan pihak pengelola pariwisata 

dengan mempromosikan objek wisata yang ada di desanya. Dari hasil observasi 

diketahui bahwa akses untuk menuju lokasi belum ada kendaraan umum, jalan yang 

masih berlubang tentu mempengaruhi minat wisatawan menuju ke Desa Kebong, 

dan perlu dilakukan perawatan fasilitas wisata seperti toilet umum juga perawatan 

kebersihan objek wisata sendiri.  
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Pemanfaatan Objek Wisata yang baik adalah Pemanfaatan yang melibatkan 

Masyarakat, karena Masyarakat adalah objek Pembangunan yang ada di Desa. 

Dalam Pemanfaatan objek di Desa Kebong, diketahui bahwa masyarakat 

mempunyai peran berupa menyediakan parkiran, warung, dan dengan terllibatnya 

masyarakat tentu dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat namun dikarenakan 

kebiasaan wisatawan yang datang ke objek-objek wisata cenderung hari weekend 

sehingga pada hari kerja warung-warung sering tutup. Hal ini menyebabkan 

wisatawan yang datang pada hari biasa mengalami pelayanan yang kurang. 

Dari uraikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya Kapasitas 

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata demi terwujudnya 

kesejahteraan pada masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut 

tentulah pemerintah desa harus memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan 

sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain hal tersebut, 

Pemerintah desa dalam pemanfaatan objek wisata harus melalui proses seperti 

perencanaan. Karena tanpa perencanaan maka setiap pelaksanan kegiatan 

pemanfaatan tidak terarah, namun sebaliknya, jika ada rencana maka dapat 

diketahui apa yang harus dilakukan. Rencana tersebut harus mampu memberikan 

kerangka kerja kebijakan pemerintah dan kebutuhan pada masyarakat desa, untuk 

mendorong dan mengendalikan pariwisata di desa. Kapasitas itu sendiri dapat 

dilihat dari dua hal, yaitu pertama, kapasitas pemerintah sebagai ekstraktif yaitu 

peranan pemerintah dalam mengoptimalkan pariwisata dalam garis besarnya adalah 

menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai 

fasilitas. Kedua, kapasitas pemerintah sebagai distributive yaitu kegiatan koordinasi 

antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum 
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keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hamper di seluruh daerah Indonesia 

terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah sarana transportasi, 

keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata. 

Potensi pariwista yang ada di Desa Kebong perlu dikembangkan dan dibina 

secara terarah, terpadu dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha serta 

meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang Pembangunan Desa 

Kebong. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengangkat judul Governability 

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, Kecamatan 

Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Kebong dalam Pemanfaatan Objek 

Wisata di Desanya?” 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan 

penelitian ini pada: 

1. Kemampuan Pemerintah Desa Kebong dalam Pemanfaatan Objek 

Wisata yang ada di Desa Kebong. 

2. Otoritas Pemerintah Desa Kebong dalam pemanfaatan objek wisata yang 

ada di Desa Kebong. 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Mengetahui Kapasitas Pemerintah Desa Kebong dalam memanfaat 

pariwisata yang di Desa Kebong 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian diharapkan nantinya dapat menambah ilmu dan 

memperluas informasi untuk mendukung pemanfaatan objek wisata 

yang ada di Desa Kebong 

 Dan juga dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi. 

b. Manfaat Praktis 

 Bagi Pemerintah Desa Kebong dapat dijadikan sebagai rekomendasi 

informasi dalam memanfaatkan objek wisata yang ada di desanya. 

 Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran 

bagaimana memanfaatkan potensi pariwisata yang ada. 

 Hasil dari penelitian ini dapat menjadi penambahan wawasan baru 

mengenai bagaimana pemanfataan objek wisata. 

E. Literatur Review 

Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan serta acuan 

untuk penelitian yang penulis akan dilakukan: 

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh RU Putri (2022), yang berjudul 

“Governability Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan” di 

Kalurahan Canden:  
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Governability omerupakan okapasitas opemerintah  desa  odalam  omengatur  odan  

omengurus   odirinya  osendiri  oserta  ountuk  omengatur  omasyarakat   oyang  oada   odi  osuatu  

owilayah  otersebut.   oMenurut   oPiere  odan  oPeters,   oGovernability  ojuga  odapat   odipahami  

osebagai  ohubungan  oantara  opemerintah  odan  omasyarakat   oyang  omempunyai  opola   

osaling  oketergantungan  odan  omembutuhkan.   oPola tersebut,   oberasal  odari  oadanya   

oregulasi  odan  operaturan  oyang  otelah  oditetapkan  ooleh  opemerintah  osetempat.   

oSehingga, dengan adanya regulasi dan peraturan  otersebut   opemerintah  omampu   

omengatur  odan  omengurus  osegala  okebutuhannnya  ountuk  omeningkatkan  

okesejahteraan  omasyarakatnya.   O  

Hasil odari     penelitian     RU Putri menunjukkan bahwa kapasitas  oPemerintah  

oKalurahan  oCanden  okuat   okarena  otelah  omampu  omenjalankan  okewenangan  olokal  

oberskala  odesa   osehingga  odesa  omampu  osecara  ogovernability.  oNamun, dalam  ohal  

opemanfaatan  oTanah  oKasultanan,   oterjadi  obenturan  otentang   opengaturan  otanah  

otersebut,   oyakni antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, \ oyang  omengakibatkan  odesa  oatau  okalurahan  odi  oDIY   

otidak  oberdaya  odalam  ohal  opengelolaan  oTanah  oKasultanan  ountuk  omeningkatkan  

okesejahteraan  orakyat   odesa. 

2. Dalam paper penelitian yang dilakukan oleh Heru Cahyono Dkk (2019), yang 

berjudul Penguatan governability dalam pengelolaan dana desa. 

Tantangan oimplementasi  oUndang-Undang  oNomor  o6  oTahun  o2014  otentang  

oDesa,  oyaitu  oBagaimana  openguatan  oPemerintah  oDesa  oyang  oberjalan  osimultan  

odibarengi  odengan  openguatan  odemokrasi  odi  otingkat   oDesa  osehingga   

omemungkinkan  oterjadinya   oproses  opengelolaan  odana  odesa  oyang  opartisipatif.   
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oPenguatan  okapasitas  oPemerintah  oDesa  odalam  ohal  oini  omemiliki  osejumlah   

oindikator,   opertama,   osecara  oinstitusional  oseberapa  ojauh  oPemerintah  oDesa  omampu   

omenjalankan  ofungsinya  osecara  oefektif,  oefisien,   odan  oberkelanjutan,   obaik  odalam  

omenyelenggarakan  operencanaan,   omelaksanakan  opembangunan,   odan  openguatan  

okompetensi  oadministrative,   oSDM,   okepemimpinan,   odan  opengelolaan  oanggaran;  

okedua  osecara   okomunitas,   obagaimana   opemerintah  odesa  omampu  omenjalankan  

ofungsi  opembinaan  okemasyarakatan  odesa  odan  opemberdayaan  omasyarakat,   

osehingga  omewujudkan  opemerintah  odesa  oyang  oakomodatif,   oaspiratif,   odan  

opartisipatif. 

Dalam pratiknya setelah 3 tahun Dana Desa berjalan diketahui terdapat 

problematika mendasar mengenai lemahnya sumber daya manusia dari para 

perangkat desa, ada juga permasalahan di mana peraturan teknis yang masih 

membingungkan antara Kemendagri dan Kemendes PDTT serta rawannya 

Dana Desa untuk di korupsi, Sehingga perlu diadakan program pembinaan 

terhadap perangkat desa dari pemerintah supra desa serta penguatan 

pengawasan terhadap pemerintah desa. 

3. Dalam penelitian  oyang  odilakukan  ooleh  oNesi  oMarceta  o(2022),   oyang  oberjudul  

oKapasitas  oPemerintah  oKalurahan  oDalam  oPemanfaatan  oObjek  oWisata  oTebing   

oBreksi  odi  oKalurahan  oSambirejo. 

Secara umum kapasitas odapat  odimaknai osebagai  kemampuan  untuk  

omenjalankan  otugas  opokok,  ofungsi,   omenyelesaikan  omasalah,   omenargetkan  odan  

omencapai  otujuan.   oDengan  okata  olain,   opemerintah  odesa  oharus   omemiliki  okapasitas   

omumpuni  odan  odinilai  ocukup  obaik   ountuk  omelaksanakan  otugas  odan  ofungsi  oyang   

odiembannya.   oDalam okaitannya untuk menerangkan kapasitas oteknokratik  omaka   
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obentuk  okapasitas  opemerintah  odesa  oyang  odapat   odigunakan  oantara  olain;  oKapasitas   

oRegulasi,   oKapasitas  oEktraktif,   oKapasitas   oDistributif,   odan  oKapasitas  oPolitik.   O  

Dari ohasil openelitiannya menunjukkan obahwa kapasitas  oPemerintah  

oKalurahan  odalam  opemanfaatan  oobjek  oWisata  oTebing  oBreksi  odi  oKalurahan  

oSambirejo   obelum  oberjalan  oefektif,   odengan  oalasan  okarena  opemerintah  odesa  odalam  

oregulasi  oobjek  owisata  oTebing  oBreksi  obelum  osesuai  odengan  operaturan  operundang-

undangan  oyang  oberlaku.  Opemerintah desa  odalam  odistributif  obelum  oadil  

odikarenakan  omasih  obanyak  omasyarakat   oyang  oyang  omerasa  obelum  oterpenuhi  

okebutuhan  osehingga  obelum  omeningkatkan  okesejahteraan  omasyarakat.  

oPemerintah  okalurahan  odalam  opolitik  osudah  obisa  oberjalan  ocukup  obaik,  oalasanya   

odalam  omembuat   operencaan  okebijakan  ountuk  obekerjasama  osudah  osesuai  odengan  

oapa  oyang  odibuat   odi  oRPJM KalurahanoSambirejo.  

4. Dalam penelitian  oyang  odilakukan  ooleh  oSubhan  oAgung  o(2012),   oyang  oberjudul  

oNegara  odan  oLemahnya  oGovernability  odi  oKecamatan  oSukaratu. 

Lemahnya pengendalian pemerintah daera oterhadap opara  opelaku  obisnis   

openambangan  opasir   oGalunggung   omenunjukkan  olemahnya   ogovernability   

opemerintah.   oPemerintah yang seharusnya   omampu  omemoderatori  opersaingan  

opihak  oswasta  oyang  omembahayakan  okepentingan  opublik.  oBerdasarkan  orealita  odi  

olapangan,   omasyarakat   osudah  o“muak”  odengan  oeksploitasi  opasir  oGalunggung  oyang   

omenuai  odampak  onegatif,  obahkan  odalam  ojangka  opanjang   odikhawatirkan  oakan  

omenghapus  opotensi  omata  opencaharian  omasyarakat   osekitar.   oPemerintah  oharus  

osecepatnya   omampu  omengendalikan  opara  opelaku  ousaha  otermasuk  omereklamasi  

olahan-lahan  oyang  osudah  otidak  oterpakai.   O 
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Dari situasi problematik  otersebut,   oharus  osecepatnya   odicari  osolusinya   olewat   

okebijakan  opemerintah.   oEksploitasi obesar-besaran otanpa melihat   odampaknya   

oseperti  oyang  oterjadi  odi  oGalunggung  oadalah  o“kecelakaan  osejarah”  oyang  osiap   

omengancam  omata  opencaharian  openduduk   oSukaratu.   oMelihat   oproblematika   

otersebut   okebijakan  opemerintah  oharusnya:  otidak  opolicy-bias,   odimana  okebijakan  

opemerintah  odalam  opemberian  oizin  oinvetasi  ojangan  ohanya  omengutamakan  

okomoditi  oekspor,   opemodal  oyang  obesar  osaja,  onamun  ojuga  oharus  omemperhatikan  

okondisi  olingkungan  oyang  oada.  O 

Selain itu ojuga pemerintah  omelakukan  omanajemen  osumber  odaya  odan  

olingkungan.   oTidak hanya   omementingkan  opemasukan  oyang  obesar  odari  opara   

oinvestor,   otetapi  ojuga  omemperhatikan  onasib  opengusaha  okecil  odan  omenengah  oyang   

omata  opencahariannya  omungkin  oterganggu  odan  oterhancurkan  odengan  oinvestor  

oswasta  odengan  oskala  obesar.  oKalau osudah  oterjebak,   omaka  oyang  oterjadi  ojikalau  oada   

ogugatan  odari  omasyarakat,   omaka  ojawabannya   oadalah  ohal  otersebut   osudah  osesuai  

oprosedur.   oIronisme  oinilah  oyang  osemakin  omeyakinkan  okita  obahwa  okualitas   

ogovernability  onegara  osaat   oini  osangat   olemah. 

5. Dalam openelitian oyang odilakukan ooleh oSA oPadji (2022) oyang oberjudul  

oGovernabilitas   oPemerintah  oKalurahan  oDalam  oMengelola   oSumber  oDaya   oAlam  odi  

oKalurahan  oUmbulharjo. 

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo   omerintis  odiri  osebagai  oaktor  osekaligus   

oinstitusi  oyang  oresponsif  odan  otanggap   oterhadap  oprakarsa  omasyarakat.   oPersoalan  odi  

oKalurahan  oUmbulharjo   osaat   oini  oyaitu  oterkait   opengelolaan  oSDA  oyaitu  opotensi  

owisata  odan  oair   obersih  oyang   obelum  odiproteksi  odan  odidistribusi  osecara   omerata.  

oUntuk  oitu,  oPemerintah  oKalurahan  oUmbulharjo   osedang  omerancang  oPeraturan  
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oKalurahan  ountuk  omelindungi  oSDA  oagar  odikelola,   odilindungi  odan  odidistribusikan  

okepada  orakyat   osecara  oadil. 

Dari hasil openelitiannya menunjukkan bahwa otoritas oPemerintah  

oKalurahan  oUmbulharjo   omemiliki  okeabsahan  o(legitimasi)   oyang  odihubungkan   

odengan  ohukum.  oDengan demikian, Pemerintah oKalurahan oUmbulharjo   

omempunyai  okewenangan  ountuk  omengelola  osumber  odaya  oalam  odi  oKalurahan  

oUmbulharjo   osekaligus   omenuntut   oadanya   okepatuhan  odan  oketaatan.   oSementara  oitu,  

okapasitas  oPemerintah  oKalurahan  oUmbulharjo   odalam  opengelolaan  oSDA  oyaitu:   

oPertama,  okapasitas  orespontif.   oPemerintah Kalurahan Umbulharjo   omemiliki  

odaya  otanggap   oterhadap  oaspirasi  omasyarakat   oyang  odijadikan  osebagai  obasis   odan  

okebijakan  opembangunan  okalurahan  oyaitu  opotensi  owisata  opotensi  owisata  odan  

odistribusi  oair  obersih.   oKedua, okapasitas ekstraksi.   oPemerintah  oKalurahan   

oUmbulharjo   omampu  omengumpulkan,   omengarahkan  odan  omengoptimalkan  oaset-

aset   okalurahan.   oHal  oterkait   odengan  oidentifikasi  opotensi  owisata  oyang   oada  odi  

oKalurahan  oUmbulharjo.   oKetiga, kapasitas  oregulasi.   oPemerintah oKalurahan 

Umbulharjo omampu membuat  peraturan tentang  opotensi  owisata  odan  okebijakan  

oterkait   obiaya   osewa  oair  obersih.   oKeempat, kapasitas  odistributif.   oPemerintah 

Kalurahan Umbulharjo   omampu  omendistribusikan  oair  osecara  oadil  odan  omerata.  

oKelima, kapasitas ekstraksi.   oPemerintah oKalurahan  oUmbulharjo   omelakukan  

opengembangan  ojaringan  okerjasama  odengan  opemerintah  okabupaten  odalam  orangka   

omendukung  odan  omengelola  opotensi  owisata  oyang  oada  odi  oKalurahan  oUmbulharjo. 

Literatur di atas menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian 

sehingga memiliki sedikit kesamaan dalam perspektif. penelitian ini menggunakan 

konsep governability yang disampaikan oleh Rozaki (2005) sebagai kapasitas. 
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Tentang kapasitas pemerintah yaitu kapasitas regulatif (bagaimana proses membuat 

aturan), kapasitas ektraktif (bagaimana mengoptimalkan program pemerintah), 

kapasitas distributif (bagaimana pemerintah membagi sumber daya sehingga bisa 

seimbang dan merata), dan yang terakhir kapasitas politik (dilihat dari respon 

pemerintah dalam kerja sama antar stakeholder dan masyarakat) dalam 

pemanfaatan objek wisata yang ada di Desa Kebong. Untuk membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi, berbeda dengan di daerah pulau 

Jawa, Di Kalimantan terkhususnya Desa Kebong banyak sekali potensi Pariwisata 

namun kapasitas pemerintah dalam belum tanggap dalam perkembangan 

pariwisata. 

F. Kerangka Konseptual 

1. Kapasitas 

Kapasitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

dibebankan atau tidak dibebankan kepada pelaku kegiatan/aktivitas. Kalau 

berbicara konsep kapasitas tidak lepas dari konsep Governability. Governability 

dalam konteks pemerintah desa dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah 

desa (Kepala desa, BPD dan perangkat desa) dalam mengemban tugas dan 

wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu 

untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakatnya. (Marceta, 2022). 

Menurut  oMoenir (2002) kemampuan  oberasal  odari  okata  omampu  oyang  odalam  

ohubungan  odengan  otugas/pekerjaan  oberarti  odapat   o(kata  osifat/keadaan)  omelakukan  

otugas  oatau  opekerjaan  osehingga  omenghasilkan  obarang/jasa  odengan  oyang  odiharapkan.   

oMorgan (2006) merumuskan opengertian okapasitas osebagai okemampuan,  
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keterampilan,opemahaman,   osikap,  onilai-nilai,  ohubungan,  operilaku,  omotivasi,   

osumberdaya  odan  okondisi  oyang  omemungkinkan  osetiap  oindividu,   oorganisasi,   ojaringan  

okerja/sektor,   odan  osistem  oyang  olebih  oluas  ountuk  omelaksanakan  ofungsi-fungsi  omereka   

odan  omencapai  otujuan  opembangunan  oyang  otelah  odi  otetapkan  odari  owaktu  oke  owaktu.  

oSedangkan  oMillen  o(2012)  omendefinisikan  okapasitas  osebagai  okemampuan  oindividu,   

oorganisasi,   oatau  osistem  ountuk  omenjalankan  ofungsi  osebagai  osemestinya  osecara  oefektif,   

oefesien  odan  oterus  omenerus. 

Menurut Rozaki (2005) okapasitas  adalah sebuah konsep oyang  osangat   

oteknokratis,   odan  osudah  olama   odi  okenal  odalam  omanejemen  opemerintahan  oyang   

omengandung  oarti  okeahlian,   oketerampilan  odan  oprofesionalitas,   oefektivitas,   oefesiensi,   

okinerja.   oRozaki  ojuga  omenyampaikan  okapasitas  opemerintah  odesa  oterdiri  odari  olima   

okapasitas   oyaitu;  opertama,   oKapasitas  oregulasi  oadalah  okemampuan  opemerintah  odesa   

odalam  omengatur  okehidupan  odesa  oberserta  oisinya (wilayah,   okekayaan,   odan  openduduk)   

odengan  operaturan  odesa,   oberdasarkan  okebutuhan  odan  oaspirasi  omasyarakat   osetempat;   

okedua,  oKapasitas  oekstrasi  oadalah  okemampuan  opemerintah  odesa  odalam  omengumpulan,   

omengarahkan,   odan  omengoptimalkan  oasat-aset   odesa  ountuk  omenopang  okehidupan  

opemerintah  odan  owarga   omasyarakat;  oketiga,  oKapasitas  odistributif  oadalah  okemampuan  

opemerintah  odesa  odalm  omembagi  osumber  odaya  odesa  osecara  oseimbang  odan  omerata   

osesuai  odengan  oprioritas  okebutuhan  omasyarakat   odesa;  okeempat,   okapasitas   orespontif   

oadalah  okemampuan  ountuk  opeka   oatau  omemiliki  odaya  otanggap  oterhadap   oaspirasi  odan  

okebutuhan  owarga  omasyarakat   ountuk  odi  ojadikan  osebagai  obasis  odan  operencanaan  

okebijakan  opembangunan  odesa;  odan  okelima  okapasitas   ojaringan  oadalah  okemapuan  

opemerintah  odan  owarga  omasyarakat   odan  omengembangkan  ojaringan  okerjasama  odengan  

opihak  oluar  odalam  orangka  omendukung   okapasitas  oekstraktif. 
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Ada banyak definisi kapasitas yang telah dikemukakan oleh para pakar di 

atas, namun berbeda dengan Freddy Rangkuti (2005: 94), ia mengatakan bahwa 

kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah 

fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu 

tertentu. Sementara menurut Sumayang (2003: 99) kapasitas adalah tingkat 

kemampuan produksi dari fasilitas biasanya dinyatakan dalam jumlah volume 

output per periode waktu, peramalan permintaan yang akan datang akan 

memberikan pertimbangan untuk merancang kapasitas. 

Dari beberapa  opengertian  odi  oatas  okapasitas  osangat   oberkaitan  odengan  okonsep   

ogovernability  oyang  odisampaikan  ooleh  oSutoro   oEko   odalam  obukunya  o“Daerah  oInklusif,   

oPembangunan,   oDemokrasi  oLokal  odan  oKesejahteraan”,   omenyebutkan  obahwa   

ogovernability  oadalah  okemampuan  opemerintah  omenjalankan  ofungsi  oregulasi  odan  

opelayanan.   oSecara oharafiah,  governability berarti oability of  goverment oin  ogoverning,   

okemampuan  oPemerintah  odalam  omemerintah.   oTerdapat  o3o(tiga) sudut   opandang,   oyaitu: 

a. Sudut   opandang  oyang  omemerintah  o(governing)  oterutama  oPemerintah; 

b. Sudut   oyang  odiperintah  o(governed).  oNegara  osebagai  osubjek   oyang   odiperintah  ooleh  

oPemerintah.   oNamun oumumnya,  obanyak obicara otentang  owarga,   omasyarakat   osipil,   

omasyarakat   oekonomi; 

c. Sudut ointeraksi  oantara  oyang  omemerintah  odengan  oyang  odiperintah,   obaik  odalam  

okerangka  oideal  ointeraksi  omaupun  osudut   opandang  ogovernance. 

Sutoro Eko juga menyampaikan bahwa Governability omengandung 5 o(lima) 

odimensi,  yaitu  okapasitas,   ootoritas,   oaktivitas,   oefektivitas   omemerintah  odan  olegitimasi  

oyang  odilakukan  oPemerintah.   oDengan omenggunakan 5 dimensi  ogovernability  

otersebut,   ogovernability  odapat   odiartikan  osebagai  okemampuan  oPemerintah  odalam  
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omemerintah  osesuai  odengan  oregulasi  odan  opelayanan.   oNegara  osebagai  osubjek  oyang   

odiperintah  ooleh  oPemerintah  odan  oterdapat   ointeraksi  oantara  oyang  omemerintah  odengan  

oyang  odiperintah.   oDalam memberikan perintah,   oPemerintah  omenggunakan  ootoritas   

ountuk  omengarahkan  odan  omengatur  owarga  odan  omasyarakat. 

Dari beberapa konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas sama 

halnya dengan governability, sebab governability adalah berbicara tentang otoritas 

dan kapasitas atau kemampuan pemerintah desa dalam memimpin masyarakat desa. 

Untuk mengukur kapasitas tersebut, dapat diukur dari beberapa dimensi yaitu, 

okapasitas regulasi, kapasitas  oekstrasi, kapasitas  odistributif, kapasitas  orespontif dan 

okapasitas   ojaringan dalam perencanaan dan pelaksaanaan tugas dan fungsi 

pemerintah desa. 

2. Pemerintah Desa 

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah desa 

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan, Pemerintahan Desa 

yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan wewenangnya. Didalam Undang-

Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, juga disampaikan tugas Kepala desa 

yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pemerintah  odesa   osebagai  openyelenggara  opemerintahan  odilaksanakan  okepala   

odesa  oyang   odibantu  ooleh  operangkat   odesa  osebagai  ounsur  openyelenggara  opemerintahan  
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odesa.  oDalam okehidupan bernegara, opemerintahan  osangat   odibutuhkan  ountuk   

omengatur  orakyat,   omengayomi  orakyat,   oserta  omemenuhi  okebutuhan  orakyat   okarena  osifat   

ohakikat   onegara  omemiliki  osifat   omemaksa,   omonopoli,   odan  omencakup  okeduanya.   

oDengan  oadanya   opemerintahan,   osemua  owilayah  odan  obatas  owilayah  odapat   odikontrol  odan  

odiawasi  oserta  odapat   odiatur  odengan  omudah.   oSetiap owilayah  omemiliki  opemerintahan  odan  

operangkat   opemerintahannya  osendiri  omulai  odari  odesa,  okelurahan,   okecamatan,   

okabupaten,   oprovinsi,   odan  opemerintah  opusat. 

Untuk  omemahami  oapa  oitu  opemerintah  odesa,   operlu  omendalami  okonsep  odari  

opemerintah  odesa.  oMenurut Sutoro   oEko   o(2021),  opemerintah  o(Government)   oadalah   

osupreme  oauthority  odalam  oarena  opemerintahan  oseperti  onegara.   oPemerintah  obukan  

opemimpin,   openguasa,   obiokrasi,   onegara,   oatau  osektor  opublic   omelainkan  oPemerintah  

oadalah  oinstitusi  opemegang  okedaulatan  orakyat   obersama  oparlemen.  

Sutoro  eko juga omenyampaikan makna  dari opemerintah oyaitu:  oPertama,  

opemerintah osebagai osubjek. Jika  omengikuti ologika  oidealisme  konstitusional-

demokratis, omaka oyang omemerintah oadalah pemerintah obeserta parlemen yang ohadir 

sebagai institusi opemegang  okedaulatan orakyat.   oNamun, realisme melihat obahwa   osiapa   

oyang  omemerintah  otidak  omesti  opemerintah.   oKarena secara de ofacto ada  obanyak  osubjek   

oyang  omemerintah,   oseperti  onegara,  obirokrat,   okonsultan,   oteknokrat,   odan  operangkat.   

oPemerintah osebagai  osubjek  omemiliki  omakna  oidealisme  ofilosofis  oyang  odalam.   oDari  

oKarl  oPolanyi  o(1994),  okita  otahu  obahwa  opemerintah  odibuat   ountuk  okeperluan  odistribusi  

odan  oproteksi,   oterutama   operlindungan  oorang-orang  olemah  odari  orampasan  okaum  oelite.   

oPemerintah  odibentuk  ooleh  orakyat   odan  opemerintah  obekerja  ountuk  omembebaskan  owarga   

osebagai  opemilik  onegara. 
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Konsep opemerintah omengacu opada osubjek oyang omemberikan oatau  omenjalankan  

opemerintahan.   oSubjek tersebut   odapat   oberupa  opribadi  o(misalnya  oKepala   oDesa,   

oBupati/Wali  okota,  oGubernur  odan  oPresiden)   oatau  olembaga  o(misalnya  oPemerintah  

oDesa,  oPemerintah  oDaerah,   oPemerintah  oProvinsi,   odan  oPemerintah  oRepublik   

oIndonesia.   oPemerintah  odalam  oarti  osempit   ohanya  omeliputi  oeksekutif  osaja,  osedangkan  

odalam  oarti  oyang  oluas  omeliputi  oeksekutif  odan  olegislatif. 

Kedua, pemerintah opredikat dan oobjek.  oSelain berkaitan odengan osubjek,  

opemerintah ojuga oberkaitan dengan predikat dan objek  oyaitu  oapa  odan  osiapa  oyang   

odiperintah.   oKata o“apa”  oyang  odiperintah  omemiliki  oelemen  oluas  otidak  ohanya  oberbicara   

operkantoran  odan  oadministrasi  oatau  opagar  okantor  oBupati,  otetapi  okata  o“apa”  osejatinya   

oberbicara  otentang  ohajat   ohidup  oorang  obanyak.  oHajat  ohidup orangobanyak omengandung  

orelasi okuasa oantara opemerintah odengan oorang-orang oyang oberkepentingan, omisalnya; 

oberbicara oterkait  oberas omaka oakan obertemu  obermacam-macam  oaktor  oseperti  opetani,   

otengkulak,   opedagang,   odan  okonsumen.   oKata  o“siapa”   oyang  odiperintah  oadalah  onegara,   

owarga,  odan  omasyarakat.   oLalu, okata  o“di  omana”  omenyebut   otempat   oatau  oarena  obagi  

oproses  omemerintah  obaik  opada  obentuk  okomunitas,   odesa,   odaerah,  onegara,   odan  odunia. 

Ketiga,opemerintah  odalam  omasyarakat.   oPemerintah  odalam  omasyarakat   o(local   

oselfgovernment)  oyang   oberkedaulatan  orakyat   o(demokrasi)   opada  odasarnya  obukan  

osekedar  omenyelenggarakan  onegara  o(yang  olebih  obermakna  oordering  othe  ostate)   

omelainkan  omemerintah  onegara  o(governing   othe   ostate)  oagar  o“negara   ohadir”   

omemberikan  odistribusi  odan  oproteksi  okepada  owarga  osekaligus  omemaksa  owarga  ountuk   

opatuh  okepada  ohukum.   oPemerintah  olebih  omungkin  oefektif  oketika  omereka  odapat   

omenghasilkan  opersetujuan  obersyarat,   oatau  osetidaknya  okepatuhan  osemu  osukarela   

o(Margaret   oLevi,   o2006). 
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Pemerintah odalam omasyarakat  oadalah omilik  orakyat,  oyang odibentuk ocara  opolitik   

ooleh  orakyat.   oRakyat  oadalah okonsep opolitik.   oNegara oadalah milik warga.  oWarga  oadalah  

osubjek  ohukum  oyang  omemiliki  opersamaan  ohak-kewajiban  oterhadap  onegara.   

oPemerintah obukan  osekadar  openyelenggara  onegara.   oPemerintah  oberbeda   odengan  

onegara.  oBirokrasi  oadalah  othe  oreal  ostate.  oNegara  obersifat   ostatis  oyang  otidak  oberhubungan  

odengan  odemokrasi,   omelainkan  oberhubungan  odengan  osentralisasi,   obirokratisasi,   

ounifikasi,   odan  okoersi.   oDemokrasi  oberada  opada  oranah  opemerintah,   oyang  omembuat   

opemerintah  olebih  odinamis  odalam  omelakukan  otindakan  opolitik  odan  omembuat   ohukum.   

oHukum  obukan  ohanya   omembatasi  okekuasaan,   otetapi  oia  oadalah  oekspresi  okehendak   

opolitik  odan  ootot   obesar  opemerintah  o(the  ogreat  osinew  oof   ogovernment)  ountuk  omemerintah  

onegara. 

Pemerintah  omerupakan  osalah  osatu  oelemen  odari  onegara.   oArtinya,  opemerintah  

omenjadi  obagian  odari  onegara.   oPemerintah  omerupakan  osebagai  oaktor-insitusi  oyang   

omenyelenggarakan  onegara.   oHal  oyang  opaling  ofundamental  oharus  odipahami  oadalah  

opemerintah  odan  onegara  omerupakan  odua  oinsitusi  oyang  oberbeda.   oPemerintah  obersifat   

odinamis,   osilih  oberganti  osecara  oberkala  osedangkan  onegara  obersifat   ostatis  odan  opermanen,   

okecuali  obubar  odan  opecah-pecah.  oPemerintah  ojika  odiartikan  oadalah  osebagai  oinsitusi  odan  

oarena  oberkaitan  odengan  okekuasaan  odan  okewenangan.   oDalam  onegara  omodern,   

opemerintah  osering  odiartikan  osebagai  ootoritas  otertinggi  o(supreme  oauthority)  oyang   

omenyelenggarakan,   omemerintah,   omengatur,   omengurus  onegara,   otermasuk  ountuk   

omencapai  otujuan  onegara  oyang  odigariskan  odalam  okonstitusi. 

Tugas  opemerintah  oadalah  omemerintah  onegara,   oagar  onegara   omelindungi  odan  

omelayani  owarganya.   oSecara esensial pemerintah omemiliki odua ofungsi oyaitu:  oPertama,   

omelindungi  o(protection).  oDalam  okonteks  oini,  otentunya  oyang  odilindungi  oadalah  
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orakyatnya.   oContohnya,  opemerintah  oharus  omelindungi  orakyat   odari  orampasan  odan  

openindasan  oelite  o(elite  ocapture)  oatau  opetani  oyang  odirampas  ohaknya   ooleh  otengkulak.   

oKedua, omembagi  o(distributing).  oHal  oini  oberarti  obahwa   opemerintah  oyang  osudah  

omengumpulkan  osumber  odaya,  obaik  opajak,  ohibah,   opendapatan  obagi  ohasil  odan  olain   

osebagainya  olalu  odibagikan  okepada  orakyat.   oPemerintah  osejatinya  omerupakan  oaktor-

insitusi  oyang  okuat,  odimana  oyang  omemerintah  oharuslah  opemerintah,   obukan  obirokrat   

odan  oteknokrat   oserta  obukan  opasar. 

Dari uraian  odi  oatas,   odapat   oditarik  osuatu  opemahaman  obahwa  opemerintah  odesa   

oatau  oyang  odisebut   okepala  odesa  omerupakan  osebuah  oaktor  osekaligus  oinstitusi  oyang   

omempunyai  ohak  odan  owewenang   ountuk  omengatur,   omengurus  odan  obertanggung  ojawab   

oatas  ourusan  opemerintahan  odan  okepentingan  omasyarakatnya.   oDalam  omenjalankan  

okewenangannya   opemerintah  odesa  omempunyai  otiga  ofungsi,  oyaitu:  opengaturan  o(public   

oregulation),  opelayanan  opublik  o(public  ogoods),  odan  opemberdayaan  omasyarakat   

o(empowerment).  oPengaturan omerupakan okegiatan  omengatur  o(membuat   operaturan  

otentang  operintah  oyang   oharus  odijalankan  odan  olarangan  oyang   oharus  odihindari)  otentang   

opemanfaatan  obarang-barang  opublik  oseperti  opendidikan,   okesehatan,   ojalan,  olaut,   osungai,   

ohutan,  okebun,   oair,  oudara,   ouang  odan  olain-lain.  oSedangkan opemberdayaan oadalah ofungsi 

pemerintah omemperkuat   okemampuan  omasyarakat   odalam  omengakses   odan  

omemanfaatkan  obarang-barang  opublik  otersebut   oserta  omengembangkan  opotensi  odan  

oaset   oyang  odimiliki  omasyarakat   o(Sutoro   oEko,  o2015:  o101-103). 

Dari beberapa  opengertian  odi  oatas  odapat   odisimpulkan  opemerintah  odesa  oadalah  

oKepala  oDesa,  omerupakan  oaktor  oyang  omempunyai  ohak  odan  owewenang  ountuk   

omengatur,   omengurus  odan  obertanggung  ojawab  oatas  ourusan  opemerintahan  odan   

omasyarakat.   oKepala  oDesa  obertugas  odalam  openyelenggaraan  oPemerintahan  oDesa,   
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opelaksanaan  opembangunan  oDesa,  opembinaan  okemasyarakatan  oDesa,  odan  

opemberdayaan  omasyarakat   oDesa.. 

3. Pemanfaatan Objek Wisata 

Menurut oKamus obesar  Bahasa oIndonesia opemanfaatan  omerupakan  oturunan  

okata  odari  okata  o“manfaat”,   oyang  omendapat   oimbuhan  ope-dan-an  oyang  oberarti  oproses,   

ocara,  operbuatan  omemanfaatkan.   oPemanfaatan  omerupakan  osuatu  oproses/aktivitas   

omemajukan  osesuatu  odianggap   operlu  ountuk  oditata  osedemikian  orupa  odengan  

omeremajakan  oatau  omemelihara  oyang  osudah  oberkembang  oagar  omenjadi  olebih  omenarik   

odan  oberkembang.   oPengembangan opariwisata yaitu ousaha untuk  omeningkatkan  oatau   

omelengkapi  ofasilitas  odan  opelayanan  oyang  odibutuhkan  ooleh  opara  owisatawan  oagar   

omerasa  onyaman  osaat   oberada  odi  otempat   owisata.  O 

Istilah pariwisata berasal odari  obahasa  osansekerta  oyang  oterdiri  odari  odua  osuku  okata   

oyaitu  opari  odan  owisata.   Pari berarti berulang-ulang oatau berkali-kali, osedangkan 

wisata berarti operjalanan atau berpergian.   oJadi oparawisata berarti  operjalanan  oyang   

odilakukan  osecara  oberulang-ulang   o(Yoeti,   o1995:  o57). 

Pengembangan parawisata  obertujuan  ountuk  omemberikan  okeuntungan  obaik  oitu   

okeuntungan  obagi  owisatawan  omaupun  okeuntungan  obagi  omasyarakat   osetempat.   

oBerkembangnya opariwisata  odi  osuatu  odaerah  oakan  omendatangkan  omanfaat   obagi  

owisatawan  omaupun  omasyarakat   osetempat.   oBagi  omasyarakat   osetempat   omanfaatnya   

odalam  ohal  oekonomi,   ososial,   odan  obudaya.   oNamun  ojika  odalam  opengembangannya   oitu   

omaka   odipersiapkan  odan  odikelola   odengan  osangat   obaik  omaka   odapa  ojuga  omenimbulkan  

oberbagai  opermasalahan  oyang  omerugikan  owisatawan  oataupun  omasyarakat.   oMaka  odari  

oitu  ountuk  omenjamin  osupaya   opariwisata  odapat   oberkembang   osecara   obaik  odan  
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oberkelanjutan  oserta  omendatangkan  omanfaat   obagi  owisatawan  omaupun  omasyarakat   

omaka   operlu   opengkajian  osecara  omendalam  oterhadap  osumber  odan  odaya  opendukungnya. 

Pengembangan kepariwisataan tidak oluput odari opembangunan  oberkelanjutan.   

oMenurut  oUndang-Undang oNomor o9 Tahun 1990 tentang   oKepariwisataan  oPasal  o5   

omenyatakan  obahwa   opengembangan  oobjek   odan  odaya  otarik  owisata  odilakukan  odengan   

ocara  omengusahakan,   omengelola,   odan  omembuat   oobjek-objek  obaru  osebagai  oobjek  odan  

odaya  otarik   owisata  okemudian  oPasal  o6  omenyatakan  obahwa   opembangunan  oobjek   odan  

odaya  otarik   owisata  odilakukan  odengan  omemperhatikan: 

a. Kemampuan untuk omendorong openingkatan  operkembangan  okehidupan  oekonomi  

odan  ososial  obudaya. 

b. Nilai-nilai  oagama,  oadat   oistiadat,  oserta  opandangan  odan  onilai-nilai  oyang  oada  odalam  

omasyarakat. 

c. Kelestarian  obudaya  odan  olingkungan  ohidup. 

d. Kelangsungan  oparawisata  oitu  osendiri.  

Dalam penelitian  ini opengembangan wisata  odi  odesa  oKebong  osudah  oberjalan,   

odalam  ohal  olangkah  odan  oupaya  oyang  odapat   odilakukan  ooleh  opemerintah  odesa  ountuk  

omendukung  opengembangan  owisata  oadalah: 

a. Melakukan  okebijakan  opengembangan  oobjek  odan  odaya  otarik  owisata. 

Pengembangan oobjek  odan  odaya   otarik  owisata  omenyangkut   oaspek  operencanaan,   

opemanfaatan,   odan  opengendalian  oyang  osatu  osama  olainnya  omerupakan  osatu  okesatuan  

oyang   oterintegrasi  oberdasarkan  opendekatan  opembangunan  osatuan  okawasan  owisata   

odengan  onuansa  onilai  oagama,  obudaya,   oestetika,   odan  omoral  oyang  odianut   ooleh  

omasyarakat. 

b. Pembangunan   objek  owisata 
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Upaya   yang   dapat   odilakukan  ountuk  opembangunan  oobjek  owisata  oadalah  osebagai  

oberikut: 

1) Pembangunan   sumber  odaya  omanusia  o(SDM). 

 Pelaksanaan  pembangunan  osumber  odaya  omanusia  o(SDM)  obisa  odilakukan  

omelalui  opemdidikan,   opelatihan,   oseminar,   odiskusi  odan  olain  osebagainya,   

okhususnya  odibidang  okepariwisataan.   oPendidikan  odiperlukan  osebagai  omodal  

otenaga-tenaga  oyang  oakan  odipekerjakan  odalam  okegiatan  omanajerial,   osedangkan  

opelatihan perlu  otugas  omenerima  odan  omelayani  owisatawan  odan  otenaga  okerja   

oprodusi. 

2) Kemitraan 

 Pola kemitraan  oatau  okerjasama  odapat   osaling  omenguntungkan  oantara  opihak   

opengelola  oobjek  owisata  odengan  opemerintah  odesa  oatau  opengusaha  opariwisata   

odalam  ohal  oini  oDinas   oPariwisata  oDaerah.   oBidang-bidang ousaha  oyang obisa   

odikerjasamakan  oantara  olain  oseperti  obidang  oakomodasi,   operjalanan,   opromosi,   

opelatihan  odan  osebagainya. 

3) Promosi 

Kegiatan  oyang  obisa   omenarik   owisatawan  oatau  openduduk   odesa   olain  ountuk   

omengunjungi  oobjek   owisata  oterseut,   omisalnya  omengadakan  ofestival  okesenian,   

opertandingan  oolahraga  odan  osebagainya   odapat   odilakukan  osecara  oberkala  ountuk   

omeningkatkan  okunjungan  owisatawan. 

4) Festival 

Kegiatan  oyang  obisa   omenarik   owisatawan  oatau  openduduk   odesa   olain  ountuk   

omengunjungi  oobjek   owisata  oterseut,   omisalnya  omengadakan  ofestival  okesenian,   
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opertandingan  oolahraga  odan  osebagainya   odapat   odilakukan  osecara  oberkala  ountuk   

omeningkatkan  okunjungan  owisatawan. 

5) Perbaikan  oinfrastruktur   opariwisata 

Untuk  omemeperkaya  oobjek  odan  odaya  otarik  owisata  odi  osuatu  odesa  owisata,   odapat   

odibangun  oberbagai  oinfrastruktur   oantara  olain  opembangunan  ohomestay  oagar   

omemenuhi  opersyaratan  oakomodasi  owisatawan  oatau  omembangun  oguest  ohouse   

oberupa  obamboo  ohouse,  otradisional  ohouse,  olog  ohouse  odan  olain  osebagainya.   

oPembangunan  ojalan,   osumber  oenergi,  osarana  oolahraga,   osarana  opendidikan,   

ogedung  opertunjukan,   otempat   opembuangan  olimbah  odan  osampah,   osarana   

okomunikasi,   oterminal  odan  olain-lain. 

6) Kebijakan  opengembangan  osarana  odan  oprasarana  opariwisata 

a. Penyiapan  osistem  operencanaan  otata  oletak  odan  otata  oruang  okawasan  owisata. 

Memberikan oarahan  oyang  ojelas  oagar  obisa  omenjadi  opengembangan  

opariwisata  oberdasarkan  okarakteristik  okeruangan  omelalui  ozonasi  

opengembangan.   oUntuk  okemudahan  opembangunan  odan  opengolahan  oyang   

operlu  odilakukan  oadalah  opengelompokkan  oobjek  odaya  otarik  owisata  opada   

osatuan  okawasan  owisata  o(SKW).   oSatuan-satuan  okawasan  owisata  otersebut   

omerupakan  okawasan  oyang  omemiliki  opusat-pusat   okegiatan  owisata  oagar   

omemunyai  oketerkaitan  osirkuit   oatau  ojalur  owisata.   omelakukan  ourutan  oprioritas   

opengembangan  osatuan  okawasan  owisata  odengan  omemperhatikan  odampaknya   

oterhadap  operkembangan  oobjek  odan  ojuga  odaya  otarik  owisata. 

b. Meningkatkan aksesibilitas  oke  okawasan  owisata. 

Akses informasi odengan oadanya okemajuan omanusia ountuk   

omenyalurkan  osegala  obentuk  okeinginannya   otelah  omenjadikan  odunia  oini  
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osebagai  osuatu  otempat   otanpa  obatas.  oMasukan  oinformasi  olengkap  otentunya   

oakan  omenyebabkan  opara  owisatawan  osemakin  omudah  ountuk  omenyeleksi  

okawasan-kawasan  oyang  oakan  odikunjungi.   oInformasi oitu odapat   oberupa   

opromosi  odan  opublikasi.   oPromosi  oadalah  okegiatan  oyang  ointensif  odalam  owaktu   

oyang  orelatif  osingkat.  oPromosi ojuga omerupakan osalah osatu oprogram  

opemasaran.   O  

Meskipun  osuatu  oproduk  omemiliki  okualitas   oyang   obaik,  onamun  obila   

okonsumen  obelum  opernah  omendengarnya  odan  otidak  oyakin  obahwa  oproduk  oitu   

oakan  oberguna  obagi  omereka,   omaka  omereka  otidak  oakan  opernah  omembelinya.   

oUntuk  oitu  odalam  omengadakan  opromosi  oyang  otepat   oharus  odisadari  obahwa   

oyang   odidistribusikan  oke  opasar  oitu  osering  obukan  oproduk  oyang   osudah  ojadi  otapi  

ohanya   okomponen-komponennya   osaja  oatraksinya   odan  ofasilitasnya.   

oKomponen-komponen  otersebut   omasih  oharus  obisa  omenjadi  osebuah  oproduk   

opariwisata  oyang  olengkap  oyakni  operjalanan  oketempat   owisata  odengan  

omenggunakan  osarana   oangkutan  oroda  oempat   omaupun  oangkutan  oroda  odua,   

ountuk  omengunjungi  oobjek  owisata  oyang  oingin  odikunjungi.   oSedangkan  

opublikasi  oharus  oberusaha  olebih  omenyesuaikan  oproduk  odengan  opermintaan   

opasar,  omaka  opublikasi  oberusaha  omenciptakan  opermintaan  odan  

omemperngaruhi  opermintaan  odengan  ocara  omenonjolkan  okesesuaian  oproduk  

opariwisata  odengan  opermintaaan.   oPublikasi  odapat   oberupa  opemfelt,   obrosur   

oserta  opublikasi  olewat   omedia  omasa.  

Akses kondisi  ojalan  omenuju  oobjek  owisata  odan  ojalan  oakses  oitu  oharus   

oberhubungan  odengan  oprasarana  oumum.  oKondisi  ojalan  oumum  odan  ojalan  oakses   

omenentukan  oaksesibilitas   osuatu  oobjek   owisata.   oaksesibilitas  oini  omerupakan  
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osyarat   oyang  openting  osekali  ountuk  oobjek  owisata.   oselanjutnya  osebagai  otempat   

oakhir  operjalanan  odi  otempat   oobjek  owisata  oharus  oada  ointernal,   osetidaknya   

otempat   oparkir.   oBaik   ojalan  oakses   omaupun  otempat   oparkir  oharus  osesuai  odengan  

okebutuhan  oyaitu  osesuai  odengan  ojumlah  owisatawan  oyang  odiharapkan  oyang   

odiharapkan  okedatangannya  odan  ojenis  oserta  ojumlah  okendaraan  oyang   

odipekirakan  oakan  odigunakan  ooleh  oparkir  owisatawan.  

c. Pemenuhan standar ofasilitas di  okawasan  owisata  osesuai  odengan  okebutuhan. 

Prasarana   owisata  oadalah  osumber  odaya   oalam  odan  osumber  odaya   obuatan  

omanusia  oyang  omutlak  odibutuhkan  ooleh  owisatawan  operjalananya   odi  odaerah  

otujuan  owisata  oseperti  ojalan,   olistrik,  oair,  otelekomunikasi,   odan  olain  osebagainya.   

oUntuk  okesiapan  oobjek-objek  owisata  oyang  oakan  odikunjungi  ooleh  owisatawan  

odi  odaerah  otujuan  owisata,  oprasarana  owisata  otersebut   operlu  odibangun  odengan  

odisesuaikan  olokasi  odan  okondisi  oobjek  owisata  oyang  obersangkutan  

o(Suwantoro,   o1997:  o21). 

Pembangunan prasarana  owisata  oyang  omempertimbangkan  okondisi  

odan  olokasi  oakan  omeningkatkan  oaksesibilitas  osuatu  oobjek  owisata  oyang  opada   

ogilirannya  oakan  odapat   omeningkatkan  odaya  owisata  oyang  opada  ogilirannya  oakan  

odapat   omeningkatkan  odaya  otarik  oobjek  owisata  oitu  osendiri.   oDi  osamping   

oberbagai  okebutuhan  oyang  otelah  odisebutkan  odi  oatas,  okebutuhan  owisatawan  

oyang  olain  ojuga  operlu  odisediakan  odi  odaerah  otujuan  owisata  oseperti  obank,   oapotik,   

orumah  osakit,   opom  obensin,  opusat-pusat   opembelanjaan  odan  osebagainya. 

Dalam omelaksanakan opembangunan oprasarana  owisata odiperlakukan  

okoordinasi  oyang  omatang  oanatara  oinstansi  oterkait  obersama  odengan  oinstalasi  

opariwisata  odi  oberbagai  otingkatan.   oDukungan  oinstansi  oterkait   odengan  omembangun  



26 
 

 

oprasarana  owisata  osangat   odiperlukan  obagi  opengembangan  opariwisata  odi  okalurahan.   

oKoordinasi  odi  otingkat   operencanaan  oyang  odilanjutkan  odengan  okoordinasi  odi  otingkat   

opelaksanaan  omerupakan  omodal  outama  osuksesnya   opembangunan  opariwisata. 

Dalam  opembangunan  oprasarana  opariwisata  opemerintah  olebih  odominan  

okarena   opemerintah  odapat   omengambil  omanfaat   oganda  odari  opembangunan  otersebut,   

oseperti  ountuk  omeningkatkan  oarus  oinformasi,   oarus  olalu  olintas  oekonomi,   oarus   

omobilitas  omanusia  oantara  odaerah  odan  osebagainya  oyang  otentu  osaja  odapat   

omeningkatkan  okesempatan  oberusaha  odan  obekerja  oyang  odimaksud  oprasarana  oadalah  

osemua  ofasilitas  oyang  omemungkinkan  oproses  operekonomian,   odalam  ohal  oini  oadalah  

osektor  opariwisata  odapat   oberjalan  odengan  olancar  osedemikian  orupa,  osehingga  odapat   

omemudahkan  omanusia  ountuk  omemenuhi  okebutuhannya.   oJadi  ofungsinya  oadalah  

omelengkapi  osarana  opariwisata  osehingga  odapat   omemberikan  opelayanan  

osebagaimana  osemestinya. 

Prasarana opariwisata  oadalah  osemua  ofasilitas  outama  oatau  odasar  oyang   

omemungkinkan  osarana  okepariwisataan  odapat   ohidup  odan  oberkembang  odalam  

orangka  omemberikan  opelayanan  okepada  opara  owisatawan.   oPrasarana  owisata  oadalah  

osumber  odaya  oalam  odan  osumber  odaya   omanusia   oyang  omutlak   odibutuhkan  ooleh  

owisatawan  odalam  operjalanannya  odi  odaerah  otujuan  owisata,   oseperti  ojalan,  olistrik,   oair,   

otelekomunikasi,   oterminal,   ojembatan,   odan  olain  osebagainya o(Suwantoro,   o2004:  o21). 

Dari okonsep di atas odapat  oditarik osebuah okesimpulan obahwa odalam  

opemanfaatan  opariwisata  omerupakan  osuatu  oproses  opengembangan  odari  opariwisata   

oitu  osendiri,   oyang  otidak  oluput   odari  oproses  operencanaan  odan  opembangunan  odari  

opariwisata. 
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G. Metode Penelitian 

Menurut oSugiyono ometode openelitian oadalah cara oilmiah untuk  

omendapatkan  odata odengan  otujuan  odapat   odideskripsikan,   odibuktikan,   odikembangkan  

odan  oditemukan  opengetahuan,   oteori,   ountuk  omemahami,   omemecahkan,   odan  

omengantisipasi  omasalah  odalam  okehidupan  omanusia  o(Sugiyono:  o2012).  oSehingga 

dalam  osebuah  openelitian,   ometode  openelitian  omerupakan  osebuah  ohal  oyang   osangat   

openting. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian okualitatif omerupakan  osebuah  openelitian  oyang   odigunakan  ountuk   

omengungkapkan  opermasalahan  odalam  okehidupan  okerja  oorganisasi  opemerintah,   

oswasta,  okemasyarakatan,   okepemudaan,   operempuan,   oolahraga,   oseni  odan  obudaya  odan  

olain-lain  osehingga  odapat   odijadikan  osuatu  okebijakan  ountuk  odilaksanakan  odemi  

okesejahteraan  obersama. 

Penelitian ini  omenggunakan  openelitian  oyang  obersifat   odeskriptif  okualitatif  oyang   

omenggambarkan  osuatu  okelompok  omanusia,   oobyek,   okondisi,   ositsem  opemikiran  odan  

opariwisata  opada  omasa  osekarang.  oPenelitian  oini  odigunakan  ountuk  omenggambarkan  

otemuan  oyang  odiamati  odan  ojuga  omelakukan  ofenomena  odengan  omenetapkan  ostandar  odan  

onorma. 

Jenis openelitian oini oadalah ojenis openelitian odeskriptif oyang  omana ometode  

odeskriptif  oitu  osendiri  omerupakan  oprosedur  opemecahan  omasalah  oyang   odiselidiki  

odengan  omenggambarkan  okeadaan  osubjek  oatau  oobjek  odalam  openelitian  odapat   oberupa   

oorang,   olembaga,   omasyarakat   odan  oyang  olainnya   oyang  opada  osaat   osekarang  oberdasarkan  

ofakta-fakta  oyang  otampak  oatau  oapa  oadanya. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, 

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penulis memilih lokasi penelitian ini 

dikarenakan melihat di Desa Kebong memiliki banyak objek wisata yang dapat 

dikunjungi namun dalam pemanfaatannya belum maksimal. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut sosial situation 

atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors) 

dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiono dalam Prastowo, 

2012:199). Maka objek penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa Kebong 

dalam Pemanfaatan Objek Wisata. 

4. Subjek Penelitian 

Suharsimi Arikonto (2016:26) omemberi  obatasan  osubjek  openelitian  osebagai  

obenda,  ohal  oatau  oorang  otempat   odata  ountuk  ovariabel  openelitian  omelekat,  odan  oyang  odi  

opermasalahkan.   oDalam  osebuah  openelitian,   osubjek  openelitian  omempunyai  operan  oyang   

osangat   ostrategis  okarena  opada  osubjek  openelitian  oitulah  odata  otentang  ovariabel  oyang   

openeliti  oamati. 

Penentuan  onarasumber  omenggunakan  oteknik   opurposive  osampling.   oMenurut   

oSugiyono   o(2016:85),  opurposive  osampling   omerupakan  oTeknik  openentuan  osumber  odata   

odengan  opertimbangan  otertentu.   oHal oini odikarenakan openeliti omemilih  onarasumber   

oberdasarkan  okapasitasnya   odalam  omemberikan  odata  oyang  omemang  odibutuhkan.   

oTerkait  penelitian kualitatif  onarasumber  oatau  osubjek  openelitian  odisebut   odengan  

oinforman,   oyaitu  oorang  oyang  omemberikan  oinformasi  otentang  odata  oyang  odiinginkan  

openeliti  oberkaitan  odengan  openelitian  oyang  oakan  odilakukan.  
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Dari pengertian diatas dapat di tentukan yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini adalah Kepala desa beserta perangkatnya, BPD, pihak pengelola 

objek wisata dan masyarakat yang sadar akan pariwisata desa Kebong. Dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Daftar Informan 

No. Nama Umur JK Pendidikan Pekerjaan Jabatan 

1. Duman,S.Sos 48 L S1 Pemdes Kepala Desa 

2. Lisda, S. Sos 41 P S1 Pemdes Sekretaris Desa 

3. Rubina 38 P SMA Pemdes Kaur Keuangan 

4. Hieronimus 43 L SMK Pemdes 
Kasi Pelayanan 

& Kesejahteraan 

5. Liborius Andi 45 L SMA Pemdes Kepala Dusun 

6. Fransiskus S. 47 L SMA Pemdes Kepala Dusun 

7. Anton Irwan 43 L SMA BPD Ketua BPD 

8. Darmin 41 L SMK Pedagang Ketua BUMDes 

9. Sukanto  38 L SMP Petani Masyarakat 

10. Jeliyanti 35 P SMA Petani Masyarakat 

11. Andreas 46 L SMA Wiraswasta Masyarakat 

12. Susilawati 42 P SMA Swasta Masyarakat 

    Sumber: Data Lapangan Peneliti, 2023 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam 

sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

yang akurat, sehingga tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data peniliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 

2016:224). Teknik opengumpulan odata  oyang   odigunakan  odalam  openelitian  oini  oadalah  

odengan  omenggunakan  ometode  oobservasi,   owawancara,   odan  odokumentasi. 

a) Observasi 

Observasi omerupakan pengamatan obagi oseorang peneliti odatang  oketempat   

ountuk  omelihat   odan  omerasakan  osecara  olangsung  osehingga  omenemukan  odata-data  
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oyang  ovalid.  oPeneliti,  odalam omelakukan pengumpulan odata,  omenyatakan oterus  

oterang opada osumber odata, obahwa oia osedang omelakukan  openelitian.   oNamun,  dalam 

suatu osaat   otertentu,   openeliti  otidak  oterus  oterang  oatau  otersamar   odalam  oobservasi,   ohal  

oini  ountuk  omenghindari  okalau  oada  osuatu  odata  oyang  odicari  omerupakan  odata  oyang   

omasih  odirahasiakan.   oKemungkinan okalau  odilakukan  odengan  oterus  oterang,   omaka   

openeliti  otidak  odiijinkan  ountuk  omelakukan  oobservasi  o(Sugiyono,   o2016:108). 

Observasi odilakukan guna omendapatkan odata opendahuluan ountuk  openulisan  

olatar  obelakang  odan  omendapatkan  odata  openelitian  oterkait   ojalannya   opengelolaan  

otempat   owisata.   oData oyang  odiperoleh oadalah okondisi oterkini  oAgrowisata  oyang  oada   odi  

owilayah  oDesa  oKebong,   oyang   oterkait   okeadaan  oinfrastrukturnya,   osarana  oprasarana,   

odan  ofasilitas  opendukung  olainnya. 

b) Wawancara 

Wawancara  osangat   odiperlukan  odi  odalam  openelitian  odi  omana  openeliti  

omembutuhkan  orelasi  oantar  onarasumber,   oberbicara  osecara   olangsung  odata-data  

osecara  olangsung.   oSebagaimana  oyang  odikatakan  ooleh  oSugiyono   o(2018:140)  

owawancara  oadalah  opercakapan  odengan  omaksud  otertentu  oyang  odilakukan  ooleh  odua   

opihak  oyaitu  opewawancara  o(interview)  oyang  omengajukan  opertanyaan  odan  oyang   

odiwawancarai  o(interviewer)  ountuk  omemberikan  ojawaban  oatas  opertanyaan  oyan  

odiberikan. 

Wawancara  odilakukan  oguna  omendapatkan  odata  osecara  ojelas  odan  okonkrit   

otentang  ostrategi  opengelolaan  owisata  odi  owilayah  oDesa  oKebong  ooleh  oPemerintah  

oDesa  odan  omasyarakat.   oPeneliti  omenggunakan  ometode  oini  osebagai  opetunjuk   

owawancara  oyang  ohanya  oberisi  opetunjuk  osecara  ogaris  obesar  otentang  oproses   odan  oisi  
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owawancara  ountuk  omenjaga  oagar  opokok-pokok  oyang  odirencanakan  odapat   

oseluruhnya   otercakup. 

c) Dokumentasi 

Menurut  Sugiyono  (2018:240) dokumentasi  omerupakan  ocatatan  operistiwa   

oyang   oberlalu  oberbentuk  ogambar,   ofoto,  osketsa,   odan  olain-lain.  oDokumentasi  

omerupakan  opelengkap  odari  opengguna  ometode  oobservasi  odan  owawancara,   odimana   

odokumentasi  oadalah  osebuah  ocara  omenyediakan  odokumen-dokumen  odengan  obukti  

oyang   oakurat   odari  opencatatan  osumber-sumber  oinformasi.   oDalam objek  penelitian oini 

odokumentasi osangat   obermanfaaat   okarena  odapat   omelengkapi  odata  openelitian  obagi  

openeliti. 

Dokumentasi dilakukan untuk omendapatkan arsip-arsip oterkait  odata  

opengelolaan  oobjek  owisata  odi  oDesa  oKebong.   oSelain oitu, omelalui oteknik   

odokumentasi,   openeliti  omemperoleh  odata  oberupa   ofoto-foto   oterkait   oinfrastrukturnya,   

osarana  oprasarana,   odan  ofasilitas   opendukung  olainnya 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2016:131) dalam penelitian 

kualitatif, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. 

Miles & Huberman (dalam Sugiyono 2016:249), mengemukakan tiga 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, 
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yaitu (1) reduksi data; (2) paparan data; dan (3) penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data kualitatif dilakukan 

secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya 

kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan 

data. Alur dalam teknik analisis data melalui beberapa tahap yaitu: 

a) Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2016:249) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan 

proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam 

melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain 

yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai 

temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Dengan demikian data 

yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

b) Penyajian Data 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:249) menyatakan bahwa 

“Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Hal 

ini dilakukan peneliti melalui pengolahan data yang telah dihasilkan guna 

mempersingkat dan memperjelas hasil dari reduksi data sebelumnya, 
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sehingga data yang disajikan lebih terorganisir untuk mempermudah dalam 

memahami hasil penelitian. 

c) Penarikan Kesimpulan 

Menurut Sugiyono (2016:253) mengartikan bahwa kesimpulan dalam 

penelitian temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori-teori. Sehingga 

dengan adanya kesimpulan, peneliti dapat menjawab segala rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi hasil tersebut masih 

bersifat sementara karena dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta 

mencocokkan informasi yang ada, supaya hasil penelitiannya jelas dan 

dapat dirumuskan kesimpulan akhir yang akurat. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM DESA 

 

A. Sejarah Desa Kebong 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa  pahlawannya dan 

tidak melupakan sejarah asal usulnya. Desa Kebong merupakan desa yang 

diresmikan pada tanggal 14 Juli 1987 sebelum Kecamatan Kelam Permai di 

mekarkan, Desa Kebong sudah ada dan masih termasuk dalam Kecamatan 

Sintang. inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah Desa Kebong 

berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-

peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya Desa 

Kebong. 

Dari cerita masyrakat dapat disampaikan bahwa nama-nama dusun 

yang ada di Desa Kebong bermula dari: Dusun Kenukut diambil dari nama 

sungai yang  ada di dusun Kenukut, Dusun Kelam Raya karena dusun 

tersebut berada di sekitar jalan raya kelam, Dusun Jemelak Hulu 

berdasarkan nama sungai yang melintasi jalan dusun tersebut, Dusun Sungai 

Kelam diambil dari nama sungai yang ada di dusun tersebut, Dusun Sungai 

Putau diambil dari nama sungai yang ada di dusun tersebut, Dusun 

Sebungkang di ambil dari nama Sungai Sebungkang yang berada di dusun 

tersebut, Dusun Dait diambil dari nama sungai yang ada di dusun tersebut, 

kemudian Dusun Kebong diambil dari asal usul nama Tembawang Lama 

yang berada di dusun tersebut.  

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita asal usul Desa Kebong 

tersebut diatas, hendaknya kita menghormati cerita yang  berkembang dan 
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bukti-bukti pendukung sejarah yang dijaga secara turun menurun oleh 

masyarakat Desa Kebong sebagai sebuah kearifan lokal. Kita sebagai 

generasi penerus berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. 

 

B. Kondisi Geografis 

Desa Kebong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kelam 

Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Desa Kebong 

Sebagian besar merupakan hutan, perbukitan dan sungai. Berdasarkan tata letak 

alam dan penyebaran geografisnya, Desa Kebong memiliki tipologi persawahan, 

perladangan, perkebunan, perikanan, kerajinan, industry besar dan kecil, serta jasa 

dan perdagangan.  

Desa Kebong mempunyai luas wilayah sebesar 2.600 hektar, dan 

diperuntukan bagi:  

 Tanah Sawah   : 180,00ha  

 Tanah Tegalan/Ladang  : 600,00 Ha 

 Pemukiman    : 100,00 Ha  

 Pekarangan    : 120,00 Ha 

 Perkebunan    : 492,70 Ha 

 Lapangan Olahraga  : 0,30 Ha 

 Perkantoran Pemerintah  : 0,50 Ha  

 Tempat Pemakaman Umum : 0,50 Ha  

 Bangunan Sekolah   : 40 Ha 

 Pertokoan    : 8 Ha 

 Hutan Rakyat   : 443,00 Ha 
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“ Menjadikan Desa Kebong Yang Mandiri, Sebagai 

Kawasan Ekonomi Kreatif, Mengembangkan 

Agrowisata Dan Budaya Untuk Mencapai Masyarakat 

Yang Sejahtera” 

Untuk Orbitasi (Jarak dari pusat Pemerintahan Desa) sebagaimana data 

yang diperoleh oleh peneliti, yaitu jarak dari pusat pemerintahan kecamatan kurang 

lebih harus menempuh sejauh 1 km, dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit 

menggunakan kendaraan motor. Sedangkan untuk jarak dari ibukota kabupaten 

kurang lebih 20 km dan jarak dari ibu kota provinsi kurang lebih 367 km. Adapun 

Batas wilayah Desa Kebong adalah sebagai berikut: 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan :  Desa Nanga Jetak Kecamatan Kelam 

Permai. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Jerora Satu Kecamatan Kelam Permai. 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa : Merpak Kecamatan Kelam Permai. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samak Kecamatan Kelam Permai. 

Desa Kebong memiliki Visi dan Misi demi mencapai kesejahteraan 

masyarakat Desa. Adapun Visi dan Misi tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah 

ini: 

 

 

Dalam meraih Visi Desa Kebong seperti yang sudah dijabarkan diatas, 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. 

Makan disusunlah Misi Desa Kebong sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik dan Menata Kelola Pemerintah 

Desa Kebong dengan baik sesuai dengan system dan aturan yang berlaku. 

2) Mengembangkan Agrowisata di bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 

3) Mempertahankan, Mengembangkan dan Melestarikan Adat Istiadat Sera 

Budaya Masyarakat yang ada. 
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4) Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di setiap dusun dslsm wilayah Desa Kebong. 

5) Bekerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas Terkait dalam pemberian 

bantuan Bedah Rumah Layak Huni. 

6) Bekerjasama dengan Dinas terkait untuk sertifikat Tanah bagi Masyarakat 

Desa Kebong. 

7) Menciptakan Hubungan Yang Harmonis, Aman dan Damai, serta 

membangun sikap yang adil dan Toleransi yang tinggi anatar umat beragama. 

8) Mewujudkan Sistem Usahamandiri melalui program pengembangan Badan 

Usaha Miliki Desa (BUMDES). 

9) Menggalo Potensi Desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. 

10) Mendorong Pengusulan Proses Pemekaran desa. 

 

C. Kondisi Demografis 

1. Penduduk 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Desa Kebong 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.753 jiwa dan 582 Kepala Keluarga, terdiri 

atas 8 Dusun dan 16 RT. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini 
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Tabel 2.1. 

Jumlah Penduduk 
 

No. Dusun 
Jumlah 

(RT) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Persentase (%) 

1. Kebong 2 325  11,80 

2. Sugai Putau 2 311 11,30 

3. Kenukut 2 305 11,08 

4. Kelam Raya 2 835 30,33 

5. Jemelak Hulu 2 257   9,33 

6. Dait 2 265 9,63 

7. Sebungkang 2 243   8,83 

8. Sungai Kelam 2 212  7,70 

Total     16          2.753        100,00 

 Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Kebong memiliki 8 dusun dan 

16 RT. Pembagian RT di Desa Kebong pada setiap dusun masing-masing memiliki 

2 RT. Dengan mayoritas penduduk terdapat di Dusun Kelam raya, yaitu sebanyak 

835 jiwa atau sekitar 30% dari total jumlah penduduk di Desa Kebong. Dan 

penduduk paling sedikit terdapat di Dusun Sungai Kelam, dengan jumlah penduduk 

sebanyak 212 jiwa atau sekitar 8% dari total jumlah penduduk.  

Namun walaupun demikian jika diperhatikan Kembali pada tabel di atas, 

bahwa di Desa Kebong pada setiap Dusun yang ada tidak terlalu banyak 

perbandingan jumlah penduduknya. Hanya saja di Dusun Kelam Raya paling 

banyak penduduknya, hal ini terjadi dikarenakan Dusun Kelam Raya adalah pusat 

Desa Kebong. Selain hal tersebut, ternyata di Desa Kebong penduduk berdasarkan 

jenis kelamin juga tidak memiliki perbedan jumlah penduduk yang signifikan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.2.  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No. Jenis Kelamin 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Persentase  

(%) 

1. Laki-laki 1.419 51,54 

2. Perempuan 1.334 48,46 

Total 2.753 100,00 

 Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Desa Kebong, 

mayoritas penduduk jika dilihat dari jenis kelamin adalah penduduk berjenis 

kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan 

jumlah penduduk sebanyak 1.419 jiwa atau sekitar 51,54% dari total jumlah 

penduduk. Dan hanya memiliki selisih 3,08% dengan penduduk berjenis kelamin 

Perempuan.  

2. Pendidikan 

Pada Desa Kebong sendiri tingkat pendidikan sudah cukup baik, mayoritas 

penduduk sudah menempuh pendidikan, walaupun masih terdapat beberapa 

penduduk yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Penduduk Desa Kebong 

sudah sadar akan pentingnya pendidikan, pendidikan adalah cara untuk menambah 

ilmu pengetahuan pada penduduk desa. Berikut jumlah penduduk berdasarkan 

pendidikan di Desa Kebong, dapat dilihat pada di bawah ini: 

Tabel 2.3. 

Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan 
 

No. Pendidikan 
Laki-

Laki 
Perempuan 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1. Tidak Tamat SD 110 115 225 8,17 

2. Tamat SD 187 165 352 12,79 

3. Tamat SLTP 277 287 564 20,49 

4. Tamat SLTA 688 723 1.411 51,25 

5. Tamat Akademi/PT 89 112 201 7,30 

Total 2.753 100,00 

    Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Kebong 

mayoritas tamat SLTA atau SMA/SMK sederajat dengan jumlah 1.411 jiwa, sekitar 

51,20% dari total jumlah penduduk dan melebih setengah dari penduduk Desa 

Kebong. Dengan minoritas tamat Akademi atau Perguruan Tinggi, hanya sebanyak 

201 jiwa atau sekitar 7,30% dari total jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. 

Dan hanya memiliki selisih 0,70% dari penduduk desa Kebong yang tidak tamat 

SD.  

Dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan yang ada di Desa Kebong, 

tentulah Pemerintah Desa Kebong harus menyediakan tempat atau Sarana Prasaran 

agar proses kegiatan pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena 

dengan adanya pendidikan seseorang mendapatkan pengetahuan. Pendidikan 

adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian 

dimasyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi keahlian pada 

masyarakat yang nantinya akan mendorong keterampilan, kewirausahaan dan 

lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam 

mengentaskan pengangguran dan kemiskinan pada masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 

Pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana tersebut bekerjasama dengan 

pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Melalui pos-pos anggaran yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah untuk Desa Kebong. Berikut Sarana Prasarana Pendidikan 

yang ada di Desa Kebong, terdapat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.4. 

Sarana Prasarana Pendidikan 

 

No. Uraian Jumlah (Buah) 

1. PAUD 1 

2. TK 1 

3. SD 2 

4. SMP 1 

5. SMA 1 

6. SMK 1 

Total 7 

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Kebong memiliki 7 buah 

Sarana Prasarana Pendidikan dalam menunjang proses kegiatan Pendidikan yang 

ada, terdiri dari Gedung PAUD sampai Gedung SMK. Gedung-gedung tersebut 

memiliki fungsinya masing-masing sesuai tingkatan pendidikan yang ada. Dimana 

masing-masing tingkatan Pendidikan yang ada, memiliki 1 gedung dan hanya 

Gedung SD yang memiliki 2 gedung atau sekitar 28,57% dari total jumlah Gedung 

yang ada di Desa Kebong. 

3. Agama 

Pada Desa Kebong sendiri agama yang dianut oleh masyarakat Desa cukup 

bervariasi terdapat beberapa jenis agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kebong 

dan seluruh masyarakat memiliki agama, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki 

agama, walaupun ia adalah seorang bayi yang baru lahir ia sudah memperoleh 

agama dari agama yang telah dianut oleh kedua orangtua bayi tersebut. Adapun 

rincian pemeluk agama Desa Kebong dapat dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel 2.5. 

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama 

 

No. Agama Jumlah (Orang) 
Persentase  

(%) 

1. Kristen 828 30,07 

2. Khatolik 841 30,55 

3. Islam 1.032 37,49 

4. Buddha 52 1,89 

Total 2.753 100,00 

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis agama dengan penganut 

terbanyak ada pada agama Islam dengan jumlah sebanyak 1.032 jiwa atau sekitar 

37,50%. Hal ini membuktikan di Desa Kebong mayoritas agama adalah beragama 

Islam. Dan paling sedikit terdapat pada agama Budha dengan jumlah penduduk 

sebanyak 52 jiwa atau sekitar 2%. Dari total penduduk Desa Kebong berdasarkan 

Agama. Namun walaupun demikian, ternyata pada penduduk Desa Kebong, 

Masyarakat penganut Nasrani, yaitu Kristen dan Katolik ternyata hanya memiliki 

selisi 0,50% dari masing-masing total jumlah penduduk berdasarkan Agama, baik 

Agama Kristen maupun Khatolik. 

Sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam menjalankan 

berbagai aktivitas, tidak terkecuali aktivitas keagaman yang ada dalam masyarakat 

demi mencapai suatu tujuan keagamaan. Dengan adanya sarana prasarana dapat 

menciptakan kenyamanan, kepuasan pada masyarakat, mempercepat dan 

mempermudah proses kerja di masyarakat, meningkatkan produktivitas dan sebagai 

tolak ukur keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan pada Masyarakat Desa. Berikut ini 

sarana prasarana Peribadatan yang ada di Desa Kebong, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 2.6. 

Sarana Prasarana Peribadatan 

 

No. 
Jenis Sarana Prasarana 

Ibadah 
Jumlah (Buah) 

1. Masjid 3 

2. Surau 1 

3. Vihara 1 

4. Gereja 4 

Total 9 

        Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana prasaran untuk 

peribadatan Masyarakat desa kebong sebanyak 9 gedung bangunan, terdiri atas 

Masjid, Surau, Vihara dan Gereja. Dan Gedung Gereja merupakan Gedung 

peribadatan terbanyak yang ada di Desa Kebong, yaitu sebanyak 4 gedung atau 

sekitar 44,4% dari total sarana prasarana peribadatan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 4 gedung gereja tersebut adalah 

2 gereja Kristen dan 2 Gereja Khatolik. Dan paling sedikit adalah Surau dan 

Vihara, masing-masing 1 gedung peribadatan. 

 

D. Kondisi Ekonomi 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup pada Masyarakat desa, tentulah 

Masyarakat harus melakukan kegiatan ekonomi. Seperti diketahui bahwa Sumber 

Ekonomi atau Mata Pencarian Penduduk Desa Kebong beragam. Dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.7. 

Jenis Mata Pencarian 
 

No. Mata Pencaharian Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Petani dan Peternak 567 20,60 

2. PNS 110 4,00 

3. Tenaga Pengajar 22 0,80 

4. Wiraswasta 447 16,24 

5. Pelajar/Mahasiswa 463 16,82 

6. Swasta 110 4,00 

7. Tenaga Kesehatan 45 1,63 

8. Pedagang 64 2,32 

9. Ibu Rumah Tangga 56 2,03 

10. 
Tidak Bekerja/Belum 

Bekerja 
545 19,80 

11. Pensiunan 45 1,63 

12. Pekerjaan Lain 279 10,13 

Total 2.753 100,00 

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa Pada Desa Kebong sendiri 

mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani dan peternak, yaitu sebanyak 

567 orang atau sekitar 20% dari total jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian. 

Pada Masyarakat Desa Kebong sendiri bahwa ternyata Petani memiliki jenis 

pertanian berbeda-beda, yang ditekuni oleh masyarakat desa, baik itu petani padi 

sawah, petani sayur-sayuran, petani jagung, petani ubi kayu dan petani karet serta 

petani sawit. Untuk peternakan sendiri, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.8. 

Peternakan di Desa Kebong 
 

No. Peternakan Jumlah Pemilik (Orang) Jumlah Ternak (Ekor) 

1. Sapi 3 15 

2. Ayam Kampung 252 500 

3. Ayam Petelur 1 250 

4. Babi 56 123 

5. Kambing 5 22 

6. Kelinci 1 12 

Total 318 922 

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 
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Dilihat pada tabel 2.8. di atas diketahui bahwa ternyata masyarakat desa 

yang melaksanakan kegiatan peternakan hanya sebanyak 318 orang atau sekitar 

11,55% dari total jumlah penduduk Desa Kebong yaitu 2.753 orang. Dengan 

mayoritas peternak Ayam Kampung sebanyak 252 orang pemilik atau sekitar 

79,24% dari total jumlah pemilik peternakan di Desa Kebong dan memiliki jumlah 

ternak sebanyak 500 ekor atau sekitar 54,22% dari jumlah ternak yang ada. 

Namun ternyata, pada masyarakat Desa Kebong masih banyak masyarakat 

yang belum bekerja atau tidak bekerja. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7. di 

atas, bahwa mencapai 19,8% dari total penduduk Desa, dan hanya selisih 0,8% dari 

total mayoritas penduduk berdasarkan mata pencarian, yaitu petani dan peternak. 

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa Kebong. Kegiatan 

perekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kehidupan masyarakat, membawa kearah perubahan yang positif. Hal ini telah 

terbukti dengan banyaknya dibangun rumah permanen yang terbuat dari beton, rata-

rata memiliki sepeda motor, Televisi, Hand Phone, bahkan sudah banyak 

masyarakat yang memiliki Mobil. Dan secara umum pula sudah tidak ada lagi 

penduduk yang sulit untuk makan sehari-hari.  

 

E. Kondisi Sosial dan Budaya 

Di Desa Kebong masyarakat pada umumnya beretnis Dayak, sehingga 

dalam tatanan adat istiadat juga masih cukup kental mewarnai kehidupan sosial 

masyarakat, dan sampai saat ini masih ada tradisi yang masih dipelihara seperti 

Gawai Dayak, yaitu ucapan syukur yang dilaksanakan oleh masyarakat suku dayak 

setelah panen padi. Gunanya adalah untuk saling mengikat hubungan kekeluargaan 
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antar warga desa. Selain hal tersebut, pada masyarakat Desa Kebong dalam 

menumbuhkan kehidupan sosial masyarakat dan mempererat hubungan 

masyarakat, berbagai upaya telah pemerintah desa lakukan, seperti melaksanaka 

bakti sosial yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali pada masing-masing 

dusun, dan memperingati hari-hari raya, seperti Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW, Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan HUT 

RI. Hal tersebut, menjadi kegiatan sosial rutin yang dilaksanakan setiap 

tahunnya di Desa Kebong.  

Selain itu, kehidupan sosial pada Masyarakat desa Kebong bahwa masih 

terdapat gotong-royong yang terjadi dimasyarakat. Masyarakat saling 

membantu jika ada salah satu warga desa melaksanakan kegiatan, seperti 

Pembangunan rumah, yaitu upacara tancap tiang pertama, pesta petunangan dan 

pernikahan. Hal tersebut membuktikan bahwa di Desa Kebong Masyarakat 

masih menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong-royong untuk saling 

membantu sesame warga desa. 

Dalam penyelesaian perkara yang terjadi pada umumnya diselesaikan 

dengan cara Hukum adat, yang berjenjang dari Pengurus Adat, dan Temenggung 

dan apabila masih tidak dapat diselesaikan maka dapat melalui hukum positif atau 

hukum yang telah ditentukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

F. Kondisi Pemerintahan Desa Kebong 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, dan didalamnya terjadi suatu proses menjalankan tugas, dilaksanakan 

oleh pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Seiring perjalanan dan perkembangannya ternyata Desa Kebong sudah 

melahirkan beberapa pemimpin yang pernah memerintah Desa Kebong, sejak tahun 

1988 sampai sekarang, yaitu sebanyak 6 (enam) orang pemimpin. Kepala desa 

sekarang di Desa Kebong, yaitu bapak Duman, S. Sos dan pernah menjabat sebagai 

Kepala Desa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2.9. 

Daftar Nama Kepala Desa Kebong berdasarkan Periode Jabatan 
 

No. Nama Periode Jabatan Keterangan 

1. Yohanes Kiong 1988 – 1997 2 Periode 

2. Daeng 1998 – 2006 1 Periode 

3. Lambertus Jabang 2006 – 2013 1 Periode 

4. Duman, S.Sos 2013 – 2019 1 Periode 

5. Hasan  2019 – 2021 Pj. Kepala Desa 

6. Duman, S.Sos 2021-2027 Sekarang 

Sumber Data: RPJMDes Desa Kebong Tahun 2021-2027. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Kebong 

menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (2 Kaur 

dan 2 Kasi), selengkapnya sebagai berikut: 
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Tabel 2.10. 

Pemerintah Desa Kebong 
 

No. Nama Jabatan Pendidikan 
Jenis 

Kelamin 

1.  Duman, S. Sos Kepala Desa S1 L 

2.  Lisda, S. sos Sekretaris Desa S1 P 

3.  Damyanus Yayan Kaur TU dan Umum SMA L 

4.  Rubina Kaur Keuangan SMK P 

5.  Satmin Kasi Pemerintahan SMA L 

6.  Hieronimus 
Kasi Pelayanan dan 

Kesejahteraan 
SMK L 

7.  
Fransiskus 

Sekundus 
Dusun Kebong SMA L 

8.  Petrus Taman Dusun Sugai Putau SMK L 

9.  Ignatius Ivan Dusun Kenukut SMK L 

10.  Liborius Andi Dusun Kelam Raya SMA L 

11.  Adrianus Dusun Jemelak Hulu SMA L 

12.  Jikhon Dusun Dait SMA L 

13.  Julia Meta Susika Dusun Sebungkang SMA P 

14.  Gregorius Gimang Dusun Sungai Kelam SMA L 

Sumber Data: RPJMDes Desa Kebong Tahun 2021-2027. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa bisa di katakan berhasil apabila 

pemerintah desa memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Pembagian 

tugas antara Kasi dan Kaur serta Dusun merupakan salah satu wujud dari 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya pembagian tugas pada setiap 

bidang tersebut maka tidak akan ada penumpukan pekerjaan pada bidang tertentu. 

Sehingga setiap bidang dituntut untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

kewenangannya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

seperti tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
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Permendagri Nomor 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa, sebagai berikut: 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  

d. Menetapkan Peraturan Desa;  

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;  

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya 

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa;  

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;  

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;  

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
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o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Perangkat Desa 

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa, terdiri atas: 

a. Sekretariat desa  

Dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang 

bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 

Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu Kepala Urusan 

Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Di 

Desa Kebong Kepala Urusan terdiri atas 2 (dua) bidang urusan, yaitu kepala 

Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Berikut uraian 

tugas dan kewenangan sekretariat desa: 

1) Sekretaris Desa 

Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. bertugas 

membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:  

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.  

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 

umum.  

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, 
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verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala 

Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.  

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka 

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan. 

2) Kepala Urusan  

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan 

bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi 

pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan 

tugas kepala urusan mempunyai fungsi: 

a) Kepala urusan tata usaha dan umum  

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 

naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum.  

b) Kepala urusan keuangan  

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti 

pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan 

admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 

lembaga pemerintahan desa lainnya. 
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b. Pelaksana Kewilayahan 

Merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. 

Ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang 

dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Kepala Kewilayahan/Kepala 

Dusun memiliki fungsi:   

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 

wilayah. 

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.  

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.  

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

c. Pelaksana teknis 

Merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. 

Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu Kasi Kesejahteraan, Kasi 

Pemerintahan dan Kasi Pelayanan. Di Desa Kebong terdiri atas 2 (dua) Kasi, 

yaitu Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, dan Kasi Pemerintahan. Untuk 

melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:  

1) Kepala seksi Pemerintahan  

Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, 

menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
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perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 

wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.  

2) Kepala seksi Pelayanan dan Kesejahteraan  

Kasi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi 

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan 

upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya 

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Dan Kasi Kesejahteraan 

mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas 

sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, 

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 

dan karang taruna.  

G. Daftar Objek Wisata Desa Kebong 

Objek Wisata adalah tempat yang menjadi sasaran Masyarakat atau 

pengunjung untuk menikmati keindahan sumber daya alam yang dimiliki 

pada suatu daerah atau wilayah. Berikut daftar objek wisata yang ada di 

Desa Kebong, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.11. 

Daftar Objek Wisata di Desa Kebong Tahun 2023 

No. Nama Objek Wisata Jumlah 

1. Keling Kumang Agro Wisata 2 

2. Taman Wisata Alam Bukit Kelam 1 

3. Wisata Air Mancur Bukit Kelam 1 

4. Amazing Kelam 1 

5. Wisata Rohani Bukit Kelam 1 

 Total 6 

     Sumber Data: Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa objek wisata yang ada di 

Desa Kebong terdapat 6 (enam) objek wisata resmi yang diakui oleh Pemerintah 

Desa Kebong dan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Dari ke-6 objek wisata 

tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa bersama dengan pemerintah supra desa dan 

bekerjasama dengan pihak swasta, yaitu Keling Kumang. Untuk hasil 

pengelolaannya maka akan menjadi keuntungan bersama dari ketiga pihak tersebut. 

Dan perlu diketahui juga bahwa di Desa Kebong masih banyak objek wisata, namun 

tidak terdaftar dikarenakan milik perorangan dan hasil pengolahan objek wisata 

akan menjadi keuntungan pribadi pada Masyarakat Desa Kebong. Seperti tempat 

pemancingan ikan, restoran, kolam renang dan hamparan sawah yang dimanfaatkan 

warga untuk menikmati keindahan bukit kelam. Objek wisata tersebut dikelola oleh 

sebagian Masyarakat Desa Kebong dalam memanfaatakn taman alam wisata Batu 

Kelam yang merupakan batu monolit terbesar di Dunia.  

 



 

86 
 

BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek WIsata di Desa Kebong, 

maka penulis pada bab ini akan berusaha memberikan kesimpulan untuk menjawab 

pertanyaan terkait dengan topik Skripsi. Kesimpulan dipaparkan berdasar atas hasil 

pengamatan dari data-data wawancara dengan 12 (dua belas) orang narasumber. 

1. Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata 

Pemerintah Desa Kebong belum memiliki Kapasitas, dikarenakan dalam 

Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, lahan dilingkaran objek wisata, 

adalah milik perorangan dan juga dikelola oleh koperasi masyarakat yang telah 

menjadi anggota pada CU Keling Kumang. Pemerintah desa sebagai pendukung 

masyarakat dalam pemanfaatan objek wisata dengan memberikan surat izin, 

melaksanakan pelatihan dan penyuluhan serta dilaksanakan seminar bagi 

masyarakat yang memiliki usaha pada bidang pariwisata.  

2. Otoritas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata 

Pemerintah Desa Kebong memiliki Otoritas dalam Perencanaan Pemanfaatan 

Objek Wisata, namun tidak memiliki Otoritas dalam Pelaksanaan Pemanfaatan 

Objek Wisata. Hal ini disebabkan Pemanfaatan objek wisata, seperti wisata 

Bukit Kelam adalah otoritas dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah Pusat 

memiliki kekuasaan yang sah, mengatur dan memerintah Desa dalam 

pemanfaatan objek wisata di Desa Kebong.  
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B. SARAN 

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka sebagai 

bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan memberikan saran yang sekiranya dapat 

bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Kebong 

a. Pemerintah desa harus mampu meningkatkan dan mengembangkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) baik dalam mengelola, 

menjalankan, mengimplementasikan sampai dengan mengevaluasi potensi 

wisata, dengan tetap memperhatikan Aksesibilitas dan infrastruktur di Desa.  

b. Pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa harus memiliki kreativitas, 

berinisiatif melakukan pekerjaan tidak harus selalu menunggu perintah dan 

arahan dari kepala desa.  

c. Perlu meningkatkan pendampingan dan pelatihan oleh tenaga ahli atau dari 

pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pemanfaatan objek wisata sehingga dapat mewujudkan kualitas, 

efektivitas dan efisiensi.   

2. Bagi Masyarakat Desa Kebong 

a. Masyarakat harus mampu mengusulkan perencanaan dan terlibat dalam 

pelaksanaan pemanfaatan objek wisata.  

b. Masyarakat desa harus bisa memahami kapasitas dan otoritas pemerintah 

desa. tidak hanya selalu menuntut, tetapi ikut berpartisipasi di dalamnya.  

c. Masyarakat harus lebih mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam 

pemanfaatan objek wisata,  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

PERTANYAAN SECARA UMUM 

1. Apakah saudara/I mengetahui tentang perencanaan pembangunan di 

Desa? 

2. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan? 

3. Bagaimana pemerintah desa merespon aspirasi masyarakat terkait 

pembangunan di Desa? 

4. Bagaimana dampak (positif/negative) pembangunan di Desa?  

5. Apa kritik dan saran saudara/i terkait pembangunan di Desa? 

 

A. Perencanaan 

1.) Bagaimana proses perencanaan pemanfaatan objek wisata? 

2.) Apakah terdapat kritik dan saran yang disampaikan dalam proses 

perencanaan? 

3.) Bagaimana kepala desa menyikapi kritik dan saran yang disampaikan 

oleh masyarakat? 

4.) Apakah kepala desa sudah memiliki rencana dalam pemanfaatan objek 

wisata desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya musyawarah? 

5.) Apakah pemanfaatan objek wisata desa disusun sesuai dengan 

peraturan? 

6.) Bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam proses perencanaan?  

7.) Apa saja rencana kegiatan dalam pemanfaatan objek wisata desa yang 

biasanya dilakukan oleh perangkat desa? 

8.) Bagaimana pembagian tugas perangkat desa dalam proses perencanaan? 

9.) Apakah ada perangkat desa yang tidak ikut serta dalam merencanakan 

kegiatan terkait pemanfaatan objek wisata? 

10.) Bagaimana keterlibatan BPD dalam proses perencanaan kegiatan? 

11.) Siapa saja yang dapat menyampaikan aspirasi dalam perencanaan 

kegiatan? 

12.) Apa saja bentuk kegiatan perencanaan yang diusulkan oleh BPD? 

13.) Mengapa BPD wajib ikut serta dalam perencanaan kegiatan? 
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14.) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan? 

15.) Dalam proses perencanaan, pada tahap apa saja masyarakat ikut 

berpartisipasi? 

16.) Bagaimana proses masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam 

perencanaan? 

17.) Apa peran masyarakat dalam perencanaan? 

 

B. Pelaksanaan 

1) Bagaimana proses pelaksanaan pemanfaatan objek wisata? 

2) Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemanfaatan objek 

wisata? 

3) Bagaimana peran kepala desa dalam proses pelaksanaan? 

4) Apa saja bentuk pelaksanaan pemanfaatan objek wisata yang sudah 

dilaksanakan dan yang belum terlaksana? 

5) Apa kendala pelaksanaan pemanfaatan objek desa sehingga tidak dapat 

terlaksana? 

6) Bagaimana menyikapi pengelolaan dana desa yang tidak dapat 

dilaksanakan? 

7) Bagaimana keterlibatan BPD dalam pelaksanaan kegiatan? 

8) Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan? 

9) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

kegiatan? 

10) Apakah BPD terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan? 

11) Bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan? 

12) Apa dampak pelaksanaan pemanfaatan objek wisata bagi masyarakat? 

13) Apakah masyarakat mengetahui jenis pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh desa? 

14) Bagaimana proses masyarakat terlibat dalam pelaksanaan? 
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